1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No

Nama Dokumen

Unit Satuan
Kerja yang
menguasai

Informasi Publik

Pejabat Penanggung
Jawab Penerbitan

Informasi

Waktu dan
Tempat
Penerbitan

Informasi

Bentuk
Informasi

yang tersedia

Ket

1. | Laporan Keuangan Tahun | Bagian Sekretaris KPU | Panyabungan, Dokumen
2025 Keuangan, Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco
Umum dan Py
Logistik
2. | Perjanjian Kinerja Tahun | Bagian Data | Ketua KPU | Panyabungan, Dokumen
2025 Informasi dan | Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco
Perencanaan py
3. | SOP Pemberian Data | Bagian Teknis | Ketua KPU | Panyabungan, Dokumen
Autentifikasi perolehan | Penyelenggaraan | Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco
Suara Partai Politik Pemilu Py
4. | Lakip KPU Kab.Mandailing | Bagian Data | Ketua KPU | Panyabungan, Dokumen
Natal Tahun 2025 Informasi dan | Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco




Perencanaan Py
Lakip Sekretariat KPU | Bagian Data | Sekretaris KPU | Panyabungan, Dokumen
Kab.Mandailing Natal Tahun | Informasi dan | Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco
2025 Perencanaan Py
Laporan Kegiatan Pelayanan | Bagian SDM dan | Sekretaris KPU | Panyabungan, Dokumen
Informasi Publik Tahun 2025 | Parmas Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco
by
SOP PAW Anggota DPRD | Bagian Teknis | Ketua KPU | Panyabungan, Dokumen
Kab.Mandailing Natal Penyelenggaraan | Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco
Pemilu Py

.

Keputusan KPU | Bagian SDM dan | Ketua KPU | Panyabungan, Dokumen
Kab.Mandailing Natal Tahun | Parmas Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital/Softco
2025 tentang Struktur Py

Pejabat Pengelola Informasi

Dan Dokumentasi Di

Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum

Kab.Mandailing Natal

Keputusan Sekretaris KPU | Bagian Ketua KPU | Panyabungan, Dokumen
Kab.Mandailing Natal Nomor | Perencanaan Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco




....... Tahun 2025 tentang | Data dan Py

Penunjukan dan Penetapan | Informasi

Admin dan Operator Sistem

Informasi Data Pemilih Pada

Komisi Pemilihan Umum

Kab.Mandailing Natal

Mou dengan Kajari Bagian SDM dan | Ketua KPU | Panyabungan, Dokumen

Parmas Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco

by

Mou dengan

.

Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Kab.Mandailing Natal

InformasDana  Kampanye | Bagian Teknis | Sekretaris KPU | Panyabungan, Dokumen
Pemilihan  Bupati  Dan | Penyelenggaraan | Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco
Wakil Bupati Mandailing Py

Natal Tahun 2024

Keputusan KPU | Bagian Ketua KPU | Panyabungan, Dokumen
Kab.Mandailing Natal | Perencanaan Kab.Mandailing Natal | Tahun 2025 Digital /Softco
Nomor ....... Tahun 2024 | Data dan Py

tentang Penetapan | informasi




Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati

Tahun 2024

Mandailing Natal

1. Daftar Informasi Dikecualikan

Penetapan Pejabat | PPID KPU Jakarta, 26 Januari| Dokume

Pengelola Informasi KPU 2026 n

Nomor 1 Tahun 2026 Digital/

tentang Penetapan Softcopy

Klasifikasi Informasi

Dikecualikan Komisi

Pemilihan Umum  Yang

Dikuasai Dalam  Teknis

Penyelenggaraan Pemilu

dan Pemilihan

Keputusan KPU Nomor | Ketua KPU RI Jakarta, 24 | Dokume | Objek Pengecualian:
1380 Tahun 2024 tentang September 2024 n Pengadaan Barang dan Jasa
Penetapan Informasi Publik Digital/ | KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Pengadaan Barang dan Softcopy | Kabupaten/Kota: 1. Harga

Jasa Yang Dlkecualikan Di

Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum

Perkiraan Sendiri (HPS); 2.
Rancangan Kontrak; 3. Surat
Penawaran  Penyedia; 4.
Surat Pesanan; 5. Company
Profile; dan 6. Bukti




Kabupaten/Kota

Pembayaran/ Surat Perintah
Membayar.

Keputusan KPU Nomor
1351 Tahun 2024 tentang
Penetapan Informasi Publik
Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil
Walikota Yang Dikecualikan

Ketua KPU RI

Jakarta, 20
September 2024

Dokume
n
Digital/
Softcopy

Objek Pengecualian:
Dokumen Persyaratan
Pencalonan dan Dokumen
Administrasi Syarat Calon
berupa: 1. Formulir Model B.
PENYERAHAN.DUKUNGAN.
KWK; 2. Formulir Model B.1-
KWK PERSEORANGAN; 3.
Formulir Model
B.PENCALONAN.
PARPOL.KWK; 4. Formulir
Model B. PERSETUJUAN
PARPOL.KWK; 5. Formulir
Model BB. PERNYATAAN
CALON.KWK; DAN 6.
Formulir Model
BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.
KWK

Keputusan KPU Nomor 862
Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Keputusan
KPU Nomor 610 Tahun
2024 tentang Penetapan
Informasi Publik  yang
dikecualikan di  Komisi
Pemilihan Umum

Ketua KPU RI

Jakarta, 02 Juli 2024

Dokume
n
Digital/
Softcopy

Keputusan KPU Nomor 621
Tahun 2024 tentang
Penetapan Informasi Publik
yang dikecualikan di Komisi
Pemilihan Umum

Ketua KPU RI

Jakarta, 29 Mei 2024

Dokume
n
Digital/
Softcopy

Objek Pengecualian: Laporan
Audit terkait dengan Sistem
IT (Software dan Hardware)
Pemilihan Umum yang
dimiliki oleh KPU




Keputusan KPU Nomor 611
Tahun 2024 tentang
Penetapan Informasi Publik
yang dikecualikan di Komisi
Pemilihan Umum

Ketua KPU RI

Jakarta, 28 Mei 2024

Dokume
n
Digital/
Softcopy

Objek Pengecualian 1. Daftar
Riwayat Hidup Calon kepala
daerah seluruh Indonesia
yang melangsungkan
pemilihan umum  dalam
rentang waktu 2015; 2.
Daftar Riwayat Hidup Calon
kepala daerah seluruh
Indonesia yang
melangsungkan  pemilihan
umum dalam rentang waktu
2017; 3. Daftar Riwayat
Hidup Calon kepala daerah
seluruh  Indonesia  yang
melangsungkan  pemilihan
umum dalam rentang waktu
2018; dan 4. Daftar Riwayat
Hidup Calon kepala daerah
seluruh  Indonesia  yang
melangsungkan  pemilihan
umum dalam rentang waktu
2020.

Keputusan KPU Nomor 611
Tahun 2024 tentang
Penetapan Informasi Publik
yang dikecualikan di Komisi
Pemilihan Umum Objek
Pengecualian:

Ketua KPU RI

Jakarta, 28 Mei 2024

Dokume
n
Digital/
Softcopy

1. Daftar Riwayat Hidup
Calon kepala daerah seluruh
Indonesia yang
melangsungkan  pemilihan
umum dalam rentang waktu
2015; 2. Daftar Riwayat
Hidup Calon kepala daerah
seluruh  Indonesia  yang
melangsungkan  pemilihan
umum dalam rentang waktu
2017; 3. Daftar Riwayat




Hidup Calon kepala daerah
seluruh  Indonesia  yang
melangsungkan  pemilihan
umum dalam rentang waktu
2018; dan 4. Daftar Riwayat
Hidup Calon kepala daerah
seluruh  Indonesia  yang
melangsungkan  pemilihan
umum dalam rentang waktu
2020

Keputusan KPU Nomor 610
Tahun 2024 tentang
Penetapan Informasi Publik
yang Dikecualikan di
Komisi Pemilihan Umum

Ketua KPU RI

Jakarta, 28 Mei 2024

Dokume
n
Digital/
Softcopy

Objek Pengecualian: Sistem
Informasi dan Infrastruktur
Pusat Data dan Teknologi
Informasi KPU berupa: 1.
Arsitektur  (Topologi); 2.
Infrastruktur perangkat
Teknologi Informasi dan
Komunikasi; 3. Infrastruktur
Perangkat jarkomdat, yang
terdiri atas jaringan intra,
sistem penghubung layanan
dan pita lebar; 4.
Infrastruktur Pusat komando
siber; 5. Aplikasi (Kode

Sumber); 0. Perangkat
Keamanan; 7. Data
Informasi; dan 8.

Infrastruktur Pusat data
(Data Center)

Keputusan KPU Nomor 473
Tahun 2024 tentang
Penetapan Informasi Publik
yang dikecualikan di Komisi

Ketua KPU RI

Jakarta, 05 April
2024

Dokume
n
Digital/
Softcopy

Objek Pengecualian: 1. Akses
ke dalam Sistem Informasi
Dana Kampanye
(Username/Password) untuk




Pemilihan Umum

membaca informasi dana
kampanye; 2. Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye (LPSDK)
Pemilu 2014, 2019, dan
2024

10. | Keputusan KPU Nomor 349 | Ketua KPU RI Jakarta, 17 Maret | Dokume | Objek Pengecualian: Data
Tahun 2024 tentang 2024 n Real Count dalam bentuk
Penetapan Informasi Publik Digital/ | Data Mentah seperti file csv
yang dikecualikan di Komisi Softcopy | harian
Pemilihan Umum

11. | Keputusan KPU Nomor 333 | Ketua KPU RI Jakarta, 11 Maret | Dokume | Objek Pengecualian: 1.
Tahun 2024 tentang 2024 n Topologi Sirekap; 2. Rincian
Penetapan Informasi Publik Digital/ |dan Alamat Internet Protocol
yang dikecualikan di Komisi Softcopy | Server Sirekap; 3. Lokasi

Pemilihan Umum

Alat dan Jaringan Sirekap; 4.
Rincian Alat Keamanan Siber
(CDN, Ddos, dll) Sirekap; 5.
Layanan  Alibaba Cloud
Sirekap; 6. Proses
Pengadaan dan  Kontrak
Layanan Cloud Sirekap; 7.
Informasi Daftar Pemilih
pada Pemilhan Umum dalam
bentuk data mentah/csv
termasuk informasi terbuka
sepanjang tidak memuat
informasi pribadi dan/atau
nama-nama yang tercantum
telah memberikan
persetujuan secara tertulis,
dan/atau berkaitan dengan
posisi nama-nama yang




tercantum dalam jabatan-
jabatan publik; dan 8.
Informasi Hasil Pemilu
dalam bentuk data
mentah/csv termasuk
informasi terbuka sepanjang
informasi Hasil Pemilu
berdasarkan tingkatan yang
menjadi kewenangan KPU
dan telah ditetapkan dalam
Keputusan KPU




